
 
 

 
 
 
 

 
 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 
PROVINSI MALUKU 

 
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA 

NOMOR 78 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN 
PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH 

KABUPATEN MALUKU TENGGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA, 

 
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya 

perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, 
efektivitas, dan akuntabilitas; 

 
  b. bahwa dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya 

perjalanan dinas perlu menyesuaikan dengan perkembangan 
peraturan perundang-undangan;  

 
  c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Biaya 

Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan 
Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Dan Personil 
Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, 
Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil 
Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai 

Tidak Tetap Dan Personil Non Aparatur Sipil Negara Di 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dipandang 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga 
perlu dilakukan perubahan; 

 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapakan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Biaya 
Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan 
Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Dan Personil 
Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Maluku Tenggara;

SALINAN 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1645); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 
dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Berita Daerah 
Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA 
PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI 
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK 
TETAP DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA. 
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Pasal I 
Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 
Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :  
 

Pasal 3A 

(1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam dalam 
Daerah  dan Luar Daerah dilakukan secara biaya riil. 

(2) Pertanggungiawaban perjalanan dinas dalam daerah dan 
Luar Daerah  bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakryat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, 
kewajaran, dan akuntabel. 

 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. 
 

 

Ditetapkan di Langgur 
pada tanggal 28 Desember 2023 
 
PENJABAT BUPATI MALUKU 
TENGGARA, 
 
Cap/ttd 
 
JASMONO 

 
Diundangkan di Langgur 
pada tanggal 28 Desember 2023 
 
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, 
 
Cap/ttd 
 
NICODEMUS UBRO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 78 
 

 

 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 
 
 
DEBBIE P. J. BUNGA, SH 
NIP. 19781220 200804 2 001 

 


